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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 28                              2012                                     SERI :  A 
 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
  NOMOR 28 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR  11 TAHUN 
2012 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD 

DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) PADA PELAKSANAAN 
APBD TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
Menimbang     : a. bahwa dengan ditetapkannya besaran Batas Ganti 

Uang Persediaan (SPP-GU) sebesar 75% sebagaimana 
tersebut dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Penetapan Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD 
Dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Pada 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, SKPD 
mengalami kesulitan dalam pengisian kembali 
(revolving) melalui Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) 
sehingga SPJ mengalami keterlambatan dan hasil 
evaluasi penyerapan anggaran kegiatan Semester I 
prosentasenya masih rendah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a di atas dan untuk menunjang 
kelancaran pengelolaan keuangan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi,  maka Peraturan Walikota 
Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan 
Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD Dan Batas 
Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Pada Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2012 perlu diubah yang 
perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   9  Tahun 1996   tentang   
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang   Nomor   17  Tahun   2003   tentang    
Keuangan  Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2004  tentang   
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008  
tentang   Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 

 

 



3 
 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja 
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 
Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja 
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 10 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor  01 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2005 Nomor 1 Seri A); 

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A); 
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14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008  
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008  
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008  tentang 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 
2010 Nomor 4 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 5 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 
Seri D); 

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D); 
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22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 
Nomor 1 Seri A). 

 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 
2012 Nomor 9 Seri A). 

 
M E M U T U S K A N : 

 
 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN 
BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN 
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) PADA 
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012. 
 
 

Pasal I 
 
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penetapan Besaran 
Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD Dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) 
Pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 
Nomor 11 Seri A), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Bab III Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 4 
 

(1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut 
telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50% dari besaran 
uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk 
selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan. 
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Pasal II 

 
Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
 
 
 
 

Ditetapkan di  Bekasi 
pada tanggal  10 Juli 2012 

 
    WALIKOTA BEKASI, 

 
                                           Ttd/Cap 

 
RAHMAT EFFENDI 

 
 
 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 10 Juli 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
 
 

Ttd/Cap 
 
 

RAYENDRA SUKARMADJI 
 

 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 28 SERI A   

 
 
 
 
 
 


